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xINTISARI
Andi Munzir Muin E121 11 277. Analisis Akuntabilitas Pelayanan
Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu.
Dibimbing oleh Pembimbing I, Dr. H. A. Gau Kadir, MA. dan
Pembimbing II, Dr. Hj. Nurlinah, M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Akuntabilitas
Pelayanan Publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu; (2)
menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas
Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan kartu
keluarga di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian
adalah deskriptif. Adapun informan penelitian ini, Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, Kepala Bidang Kartu
Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta Masyarakat. Data diperoleh
dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan
dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis
secara deskriptif-kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) akuntabilitas pelayanan
publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, yakni dengan
pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat sesuai Standar
Operasional Prosedur kerja dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan
Kartu Keluarga; (2) berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di
lapangan, faktor yang mendukung akuntabilitas pelayanan publik dalam
pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yakni
profesionalisme dan pelayanan yang memuaskan, sedangkan yang
menjadi faktor penghambatnya, yakni kurangnya sosialisasi, adanya
pungutan liar, serta sarana dan prasarana.
Kata Kunci: akuntabilitas pelayanan publik, kartu tanda penduduk dan
kartu keluarga.
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ABSTRACT
Andi Munzir Muin E121 11 277. Analysis of Public Service
Accountability of Population and Civil Registration Luwu District.
Guided by the Supervisor I, Dr. H. A. Gau Kadir, MA and Supervisor II,
Dr. Hj. Nurlinah, M. Si.
This research intend to : (1) Analysis of Public Service
Accountability in the making of Identity Cards and Family Cards in
Department Of Population and Civil Registration Luwu District: (2)
describe the factors that affect the Accountability Of Public Service in the
manufacture of Identity Cards and Family Cars in Department of
Population and Civil Registration Luwu District.
This research used a qualitative approach, this type of research is
descriptive. As for the informants of this research, the head of Department
of Population and Civil Registration Luwu District, the Head of the Field of
Identity Cards and Family Cards, as well as the Community. Data obtained
from the depth interviews with informants, observation and documentation
for approximately one month in the field. Data were analyzed descriptively-
qualitative.
The results showed that : (1) accountability of publik service in the
manufacture of Identity Cards and Family Cards Department practiced by
the Population and Civil Registration Luwu District,  namely by giving
understanding and comprehension of information to the publik according
to the Standard Operating Procedures in the manufacture of work Identity
Card and Family Card; (2) based cases found in the author field, a factor
which supports the Publik Service Accountability in the manufacture of
Identity Cards and Family Cards that namely professionalism and
outstanding service, while the inhibiting factor, namely the lack
socialization, for extortion, as well as facilities and infrastructure.
Keywords: accountability of public services, identity cards and family
cards.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia, pada dasarnya telah memberikan peluang dan tantangan
bagi daerah khususnya daerah kabupaten/kota sebagai konsekuensi
logis paradigma yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang pemerintahan daerah yaitu demokratisasi, Pemberdayaan
aparatur dan masyarakat serta pelayanan publik.
Memberi pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan
kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan
oleh pemerintah. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 (7)
menyatakan bahwa  pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau, dan terukur.
pelayanan publik akan menjadi tolak ukur bagi kinerja pemerintah.
Setiap aparat pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam
memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat yang harus
dilayani. Oleh sebab itu, seluruh aparat pada tiap-tiap organisasi
2pemerintah haruslah bersinergi satu sama lain agar dapat memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini yang dimaksudkan
sebagai akuntabilitas eksternal. Upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik selama ini haruslah terus-menerus dilakukan oleh pemerintah
melalui berbagai kebijakan dalam pelayanan.
Vincent Gespersz menyatakan bahwa untuk meningkatkan
kualitas pelayanan meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:
 Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu
dan proses
 Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kepetatan
pelayanan.
 Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan
keramahan pelaku bisnis.
 Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam
penanganan keluhan pelanggan.
 Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya
petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya.
 Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat
pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan
petunujuk/panduan lainnya.
3 Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan,
kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, alat komunikasi,
dan lain-lain.
Pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan secara
optimal. Tumpuan dari harapan-harapan itu sendiri lebih tertuju pada
institusi pemerintah agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik
(good governance). Pemerintahan (governance) dalam konteks
organisasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem dan
struktur yang baik dan benar yang menciptakan kejelasan mekanisme
hubungan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Good
governance terwujud dalam implementasi dan penegakan (enforcement)
dari sistem dan struktur yang telah tersusun dengan baik.
Implementasi dan penegakan tersebut bertumpu pada lima prinsip
yang universal yaitu: responsibility, accountability, fairness,
independency, dan transparency. Kelima prinsip fundamental tersebut
dapat dijelaskan secara singkat berikut ini:
 Responsibility: kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku;
4 Fairness: perlakuan yang adil dan setara di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku;
 Independency: pengelolaan secara profesional,
menghindari benturan kepentingan dan tekanan pihak
manapun sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 Transparency: keterbukaan informasi di dalam proses
pengambilan keputusan dan di dalam mengungkapkan
informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
 Accountability: kejelasan fungsi, struktur, sistem dan
prosedur pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
Dalam menerapkan dan menegakkan good governance kelima
prinsip tersebut disesuaikan dengan budaya dan problem masing-
masing institusi yang akan menjalankannya. Disamping itu, apabila
melirik berbagai code of conduct ataupun best practice dari berbagai
institusi di berbagai negara, maka kelima prinsip dasar tersebut hampir
selalu dapat ditemukan karena sifatnya yang universal. Namun
demikian, perlu diperhatikan pula bahwa kelima prinsip ini sifatnya
evolutionary in nature, artinya berkembang sesuai kebutuhan dan
dinamika masyarakat yang menerapkan dan menegakkannya. Juga,
5praktik good governance di berbagai institusi di beberapa negara
mengajarkan bahwa good governance is about time as well, artinya
penerapan dan penegakan good governance tidak semudah
membalikkan telapak tangan, melainkan akan terkait erat dengan
waktu, mengingat perubahan yang akan dilakukan adalah tidak sedikit
dan tidak sederhana, terutama pada aspek mental dan budaya
masyarakat yang akan menerapkan dan menegakkan good
governance.Pemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi
kenyataan dan sukses apabila didukung oleh aparatur yang memiliki
profesionalisme tinggi dengan mengedepankan terpenuhinya
akuntabilitas publik.
Akuntabilitas pelayanan publik adalah sebagai suatu ikon terhadap
janji pemerintahan yang akan memberi kesejahteraan kepada publik
secara adil dan merata yang di dalamnya terdiri dari perangkat-
perangkat : transparansi, keadilan, demokrasi, efisiensi, dan integritas
(Mulgan, 2000 :Dubnick,.2002)
Masalah akuntabilitas publik yang saat ini banyak dijumpai dalam
instansi pemerintahan daerah terkhusus pada dinas kependudukan dan
catatan sipil di kabupaten luwu, hasil observasi atau pengamatan awal
yang dilakukan menunjukkan bahwa kerap kali terjadi ketidak adilan,
serta belum terciptanya transparansi dari pelayanan baik dari segi
sosialisasi dalam pembuatan KTP (kartu Tanda Penduduk) dan KK
6(Kartu Keluarga) yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Luwu yang masih belum merata. Hal ini dibuktikan
dengan jumlah masyarakat yang wajib KTP tidak semuanya memiliki
KTP, seperti data tahun 2014 yang seharunya memiliki KTP yakni
247.068 orang, namun yang terdata memiliki KTP hanya 199.024 orang.
Serta pada pemilikan Kartu Keluarga (KK) yang seharunyan 96.254
Kepala Keluarga, hanya terdata 86.895 Kepala Keluarga yang ada.
Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas dan hasil observasi
serta pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, dengan demikian
penulis tertarik untuk meneliti tentang kinerja pemerintah daerah,
dengan judul penlitian “Analisis Akuntabilitas Pelayanan Publik pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kabupaten Luwu “.
71.2 Rumusan Masalah
berdasarkan uraian Latar Belakang ini, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu
tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pada dinas
kependudukan dan catatan sipil di kabupaten luwu ?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi akuntabilitas pelayanan
publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu
keluarga (KK) pada dinas kependudukan dan catatan sipil di
kabupaten luwu ?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis akuntabilitas pelayanan publik dalam
pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK)
pada dinas kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi
akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pada dinas
kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Luwu.
81.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penulisan proposal penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan penulis maupun masyarakat luas tentang
akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pada dinas
kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Luwu
2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu demi meningkatkan
akuntabilitas pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) pada dinas
kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Luwu,
3. Manfaat Metodologis
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah yang
selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan penelitian lainnya,
khususnya yang sedang dan akan mengkaji akuntabilitas
pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP)
dan kartu keluarga (KK) pada dinas kependudukan dan catatan
sipil di Kabupaten Luwu
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bagian ini akan diuraikan konsep-konsep yang menjadi
landasan atau kerangka dalam perumusan pelaksanaan studi, kajian,
dan penelitian yang akan dilaksanakan, yakni sebagai berikut :
2.1 Tinjauan tentang analisis
Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat
penting khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi
akan sebuah permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk
melakukan deteksi apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan
khusus dalam suatu penelitian. Melalui analisis data, langkah
penyelesaian suatu masalah pun dapat diketahui.
Teori analisis merupakan uraian atas sebuah pokok permasalahan
sesuai dengan penelitian  atau hasil observasi yang telah dilakukan.
Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, menganalisis
merupakan :
“Pengurian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahaan
bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.
Dengan demikian, berdasarkan ciri-ciri tersebut pengertian analisis
adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan
berdasarkan observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan
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kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat
diketahui dengan tepat.
Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data
memerlukan cara berpikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua
proses tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat
hubungannya.
Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data
dalam rangka mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan.
Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap
pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam
sebuahpenelitian. Data yang terkumpul diharapkan dapat merupakan
jawaban dari pertanyan yang telah dirumuskan. Proses penyusunan
data dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman,
dan kreatifitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat
mempengaruhi pemilihan analisis data.
Dalam penelitian kualitatif tidak ada formula yang pasti untuk
menganalisis data seperti formula yang dipakai dalam penelitian
kuantitatif. Namun, pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan
langkah yang ditempuh untuk menganalisis dan interpretasi data.
Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang
berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan
lapangan, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi
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data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya
membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian,
menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini
dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini
dilakukan dengan cara koding. Langkah terakhir, penafsiran data yang
telah diuji (verifikasi) untuk dijadikan beberapa metode tertentu.
Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu
permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi,
sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah
penyelesaiannya secara tepat dan sesuai.
b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci mengenai
objek permasalahan yang dianalisis.
c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang
akan dilakukan.
Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media
menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah
yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam
tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil
analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas
masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai
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dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara
sistematis, teliti, dan objektif.
2.2 Tinjauan tentang akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada
otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang
terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul,
2002:8).
Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap
proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat
dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan
organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada
masa yang akan datang.
Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit
mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah
keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada
pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya
pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and
Hulme, 1997).
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau
sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu
kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara
horizontal.
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a) Tingkatan akuntabilitas
Tingkatan akuntabilitas menurut majalah Akuntansi:
1. Akuntabilitas Personal. Akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri.
2. Akuntabilitas Individu. Akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu
pelaksanaan.
3. Akuntabilitas Tim. Akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok
atau tim.
4. Akuntabilitas Organisasi. Akuntabilitas Internal dan Eksternal
didalam organisasi.
5. Akuntabilitas Stakeholders. Akuntabilitas yang terpisah antara
stakeholders dan organisasi
b) Dimensi akuntabilitas
Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Syahrudin Rasul, 2002:11):
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and
legality)
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi,
sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum
menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas
kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
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2. Akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai
akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah
pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara
efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program juga berarti bahwa programprogram
organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan
mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah
dibuat sampai pada pelaksanaan program.
4. Akuntabilitas kebijakan
Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat
mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan
harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa
kebijakan itu dilakukan.
5. Akuntabilitas financial
Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban lembaga-
lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara
ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran
dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena
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menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan
lembaga-lembaga publikuntuk membuat laporan keuangan untuk
menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.
c) Aspek-Aspek Akuntabilitas
1. Akuntabitas adalah sebuah hubungan
Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang
diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia yaitu merupakan
sebuah kontrak antara dua pihak
2. Akuntabilitas Berorientasi Hasil
Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini
akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun autput melainkan
kepada outcome.
3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan
Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas
4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi
Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan
mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab
itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama
konsekuensi.
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5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja
Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja,
bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.Konsep dan
pengertian akuntabilitas.
Menurut Taliziduhu Ndraha(2008:85), konsep akuntabilitas
berawal dari konsep pertanggung jawaban, konsep pertanggung
jawaban sendiri dapat dijelasakan dari adanya wewenang. Wewenang
di  sini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam
tipe ideal wewenang,  pertama  wewenang tradisional kedua wewenang
karismatik dan ketiga wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang
menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembanganya, muncul
konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I.
Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang
harus dapat dipertanggungjawabkan.Darwin sebagaimana dikutip Joko
Widodo, membedakan konsep pertanggungjawaban menjadi tiga  .
1. Pertama ,  akuntabilitas (accountability),
2. kedua,  responsibilitas (responsibility), dan
3. ketiga responsivitas (responsiveness).
Sebelum menjelaskan tentang pertanggungajawaban sebagai
akuntabilitas (accountability), di sini akan dijelaskan lebih dahulu
pertanggungjawaban sebagai responsibilitas  (responsibility)  dan
sebagai responsivitas (responsiveness).
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Responsibilitas (responsibility)  merupakan konsep yang
berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang
dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.
Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki
standard profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi.
Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness)  merupakan
pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat).
Seberapa jauh mereka melihat administrasi negara (birokrasi publik)
bersikap tanggap (responsive)  yang lebih tinggi terhadap apa yang
menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.
Pertanggung jawaban sebagai akuntabilitas (accountability)
merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur
apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana
dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam
perkembanganya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk
melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha–usaha tadi
berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan
staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan.
Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “cheks and
balance” dalam sistem administrasi. Mohamad Mahsun membedakan
akuntabilitas dan responsibilitas, menururtnya  keduanya merupakan
hal yang saling berhubungan tetapi akuntabilitas lebih baik dan berbeda
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dengan akuntabilitas. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan
tertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan.
Akuntabilitas  merupakan sifat umum dari hubungan otoritasi asimetrik
misalnya yang diawasai dengan yang mengawasi, agen dengan
prinsipal  atau antara  yang mewakil dengan yang diwakili. Dari segi
fokus dan cakupanya, responsibility lebih bersifat internal sedangkan
akuntabilitas lebih bersifat eksternal.
Mohamad Mahsun dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik 2011
juga membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan arti luas,
akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai
bentuk pertanggung jawaban yang mengacu pada siapa organisasi
(atau pekerja individu) bertangungjawab dan untuk apa organisasi
bertanggungjawab. Sedang  pengertian akuntabilitas dalam arti luas
dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen)
untuk meberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut.
Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary sebagaimana
dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas  diartikan
sebagai “required or excpected to give an explanation for one’s action”
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Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk meberikan penjelasan
atas apa yang telah dilakukan. Dengan demikian akuntabilitas
merupakan  kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.
Miriam Budiarjo (1998: 107-120) mendefinisikan akuntabilitas
sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk
memerintah kepada yang membeeri mereka mandat Akuntabilitas
bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan
melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah
sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan
kondisi saling mengawasi .Sedang Sedarmayanti mendefinsiskan
sebagai sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.Lembaga
Administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban
seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan
pengelolaan dan pengendalaian sumberdaya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
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tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara
periodik.
Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, Jabra
& Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono
mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas yaitu ;
1. Akuntabilitas administratif/organisasi  adalah pertanggungjawaban
antara pejabat yang berwenang dengan   unit bawahanya dalam
hubungan hirarki yang jelas.
2. Akuntabilitas legal, akuntabilitas jenis ini merujuk pada domain
publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya
dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil
oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh
institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan
perundang undangan yang berlaku
3. Akuntabilitas politik, Dalam tipe ini terkait dengan adanya
kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur,
menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber – sumber dab
menjamain adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab
administrasi dan legal . Akuntabilitas  ini memusatkan pada
tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik
4. Akuntabilitas profesional hal ini berkaitan dengan pelaksnaan
kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh
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orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan
pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.
5. Akuntabilitas moral. Akunatabilitas ini berkaitan dengan tata nilai
yang berlaku di kalagan masyarakat . Hal ini lebih banyak
berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan
yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif
berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.
2.3 Akuntabilitas Pelayanan Publik
Penyelenggaran pelayanan publik harus dapat
dipertanggungjawabkan, baik kepada publik atau kepada
atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban
pelayanan publik meliputi :
 Prinsip-Prinsip Penyelenggaran Pelayanan Publik
a. Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
b. Kejelasan:
 Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.
 Unit kerja/pejabat yang berwewenang dan
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan
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penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dan pelaksanaan
pelayanan publik.
 Rincian biaya peleyanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
d. Akuarasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat,
dan sah.
e. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi.
f. Bertanggungjawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik
atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas
penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi
dan informatika.
h. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan
yang memadai, mudah dijangku oleh masyarakat dan dapat
memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
i. Kejujuran: cukup jelas.
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j. Kecermatan: hati-hati, teliti, telaten.
k. Kedisiplinn, kesopanan, dan kemarahan: Aparat penyelenggara
pelayananan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan
pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa
dihargai hak-haknya.
l. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik
dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.
 Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik
a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan
proses yang antara lain meliputi: tingkat ketelitian (akurasi),
profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana,
kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan
perundang-undangan), dan kedisipilinan.
b. Akuntabilitas kinerja pelayan publik harus sesuai dengan standar
atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.
c. Standar pelayanan publik harus sesuai dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun
atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila
terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus
dilakukan upaya perbaikan.
d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan
publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan.
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e. Masyarakat dapat melakukan pelayanan terhadap kinerja pelayanan
secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.
f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian
dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak
mendapat tanggapan sesuai waktu yang telah ditentukan.
 Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Setiap penyelenggaraan pelayan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi
penerima pelayanan.
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oeh pemberi atau
penerima pelayanan.
Standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi :
1. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan
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3. Biaya pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan
dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapakan.
5. Sarana dan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan
dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
2.4 Tinjauan tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik menurut Roth (1926:1) adalah sebagai berikut :
Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk
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masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara khusus
(seperti di restoran makanan).
Sedangkan Lewis dan Gilman (2005:22) mendefinisikan pelayanan
publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik.
Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan
kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan
dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik.
Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik
sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.
Pengertian pelayanan publik dari wikipedia adalah sebagai berikut:
Pelayanan publik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh
pemerintah kepada warga negaranya, baik secara langsung (melalui
sektor publik) atau dengan membiayai pemberian layanan swasta.
Istilah ini dikaitkan dengan konsensus sosial (biasanya diwujudkan
melalui pemilihan demokratis), yaitu bahwa layanan tertentu harus
tersedia untuk semua kalangan tanpa mamandang pendapatan mereka.
Bahkan apabila layanan-layanan umum tersebut tersedia secara umum
atau dibiayai oleh umum, layanan-layanan tersebut, karena alasan
politis atau sosial, berada di bawah peraturan/regulasi yang lebih tinggi
daripada peraturan yang berlaku untuk sektor ekonomi. Istilah layanan
publik juga merupakan istilah lain untuk layanan sipil.
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a. Unsur-unsur Pelayanan Publik
Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik,
yaitu (Bharata, 2004:11):
1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari
penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan
pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan
yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat
dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.
Ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur
sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):
1. Tersedianya karyawan yang baik.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
3. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak
awal hingga akhir.
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4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.
5. Mampu berkomunikasi.
6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).
b. Asas-asas Pelayanan Publik
Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto
dan Winarsih, 2006:245):
1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan
dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati
dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin,
dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain
sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat
pengguna jasa pelayanan.
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus
pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang
benar-benar diperlukan.
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5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani
masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas
mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal
mungkin dan setransparan mungkin.
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan
juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas
dan tidak resah.
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien,
sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat
dipakai untuk berbagai keperluan).
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu
seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin
harus ditetapkan selama mungkin.
10.Kejelasan hak dan kewajiban providers dan curtomers. Hak-hak dan
kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers
harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta
ketentuan ganti rugi.
11.Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat
mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika
muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat
memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif
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sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan
baik.
c. Prinsip Pelayanan Publik
Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi
beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam
Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 (Ratminto dan Winarsih, 2007:22) yang
menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus
memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :
Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami
dan mudah dilaksanakan.
Kejelasan
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :
1. Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik.
2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan
publik.
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
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Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan.
Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah
Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.
Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana
teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.
Kedisplinan, kesopanan dan keramahan
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Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun,
ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir,
toilet, tempat ibadah dan lain-lain.
Pelayanan publik adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh
pemerintah baik yang berupa barang maupun jasa guna memenuhi
kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip
pelayanan.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan
pada asas-asas umum kepemerintahan yang baik, meliputi:
a. Kepastian hukum.
b. Transparan.
c. Daya tanggap.
d. Berkeadilan.
e. Efektif dan efisien.
f. Tanggung jawab.
g. Akuntabilitas.
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h. Tidak menyalahgunakan kewenangan.
Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur
pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu pengembangan kinerja
pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsure pokok pelayanan
publik, yakni: unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses
pelayanannya serta sumber daya manusia pemberi layanan. Dalam
hubungan ini maka upaya peningkatan kinerja pelayanan publik
senantiasa berkenaan dengan pengembangan tiga unsure pokok
tersebut.
Sebagaimana pengertian umum pelayanan publik menurut
Kepmenpan nomor 63 tahun 2003, maka pelayanan publik
diselenggarakan untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.5 Konsep Pengembangan Kualitas Proses Pelayanan
Strategi ketiga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
memuaskan adalah diperlukannya desain proses atau mekanisme
pelaksanaannya secara tepat agar dapat dihasilkan kualitas yang
memuaskan. Desain pelaksanaan vdirumuskan untuk dapat menjawab
pertanyaan mendasar yaitu: siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana,
dan mengapa (5 W + 1 H). sebagaimana dinyatakan Common dan
Mellon (1993: 92) :
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“In order to deliver a good service, it is important to ask some basic
question: who, what, where, when, how and why are more than
sophisticated enough for our purpose.”
Di dalam mendesain pelayanan dengan orientasi pada
kepentingan pelanggan, maka go to the people menjadi sangat relevan
termasuk plan with the people sebagaimana disarankan oleh Y.C.Yen
(1920).
Di depan telah dikemukakan bahwa strategi peningkatan kualitas
pelayanan publik; pertama adalah melakukan pengembangan
kelembagaan organisasi pemerintah. Kedua adalah melalui perubahan
sikap dan karakter para para pelaku birokrasi sebagai identitas baru
aparatur pemerintah. Dan ketiga adalah mendesain proses pelaksanaan
pelayanan, sebagai berikut:
 Sederhanakan Birokrasi (Cutting Red Tape)
Menilik peran birokrasi pemerintah dalam melaksanakan
pelayanan umum dituntut dapat memuaskan masyarakat sebagai
pelanggannya.Criteria pelayanan yang memuaskan atau yang disebut
dengan pelayanan prima, banyak ragamnya menurut para pakar.
Namun esensi pelayanan prima pada dasarnya mencakup empat
prinsip, yaitu CETAK (Cepat, Tepat, Akurat, Berkualitas) :
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 Pelayanan harus cepat. Dalam hal ini pelanggan tidak
membutuhkan waktu tunggu lama.
 Pelayanan harus tepat. Ketepatan dalam berbagai aspek
yaitu: aspek waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun
kuantitas serta kompetensi petugas.
 Pelayanan harus akurat. Produk pelayanan ini tidak boleh
salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum, tidak
meragukan keabsahannya.
 Pelayanan harus berkualitas. Produk pelayanannya tidak
seadanya, sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan,
berpihak, dan untuk kepentingan pelanggan.
 Mengutamakan kepentingan masyarakat (Putting Costumers
First)
Dalam melaksanakan pelayanan umum, birokrasi pemerintah
harus senantiasa berorientasi pada kepentingan pelanggannya yaitu
masyarakat. Untuk ini birokrasi pemerintah harus banyak mendengar
(listen to costumers), apa kebutuhan, keinginan masyarakat sebagai
pelanggan dan apa pula yang tidak disukai masyarakat.
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 Pemanfaatan dan Pemberdayaan Bawahan (Empoweringand
Energazing Employees to Get Results)
Pelaku birokrasi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya harus produktif, tidak lamban. Untuk ini setiap pemimpin pada
level apapun dalam birokrasi pemerintah harus memanfaatkan potensi
personil/bawahan seoptima mungkin, pembagian tugas yang jelas dan
merata dengan meningkatkan kompetensi petugas melalui berbagai
upaya yang terus menerus untuk memberdayakan bawahab dengan
orientasi profesionalisme. Dan diharapkan tidak seorang aparatur
pemerintah yang melaksanakan tugas di luar tugas pokok dan
fungsinya.
 Kembali ke Fungsi Dasar Pemerintah (Getting Back to Basic)
Fungsi dasar pemerintah yang terpenting adalah mengayomi dan
melayani masyarakat termasuk menjamin tercapaiya kesejahteraan
umum masyarakat yang berarti kesejahteraab di segala bidang
kehidupan masyarakat.
Peran birokrasi pemerintaah sebagai pelayan masyarakat
sekaligus pendoroang bertumbuh kembangnya partisipasi masyarakat
dalam memenuhi kebutuhannya, mengingat tidak mungkin dapat
dipenuhi sendiri oleh birokrasi pemerintah.
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2.6 Kerangka Konseptual
Kewenangan pemerintah daerah yaitu melakukan aktivitas dan
tanggungjawab yang dimilikinya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta bisa kreatif dalam merampungkan
tugasnya sebaik mungkin.Tugas utama yang dimaksudkan yaitu
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugas apabila sesuai dengan bidangnya masing-masing, atau dengan
kata lain sesuai dengan tingkat keprofesionalitasnyamasing-masing.
Tingkat profesionalitas juga merupakan hal yang penting dalam
suatu organisasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan,
sesuai yang di ungkap oleh Korten dan Alfonso (1981) :
“Profesionalisme diukur melalui keahlian yang dimiliki oleh
seseorang yang sesuai dengankebutuhan tugas yang dibebankan
organisasi kepada seseorang.Alasan pentingnya kecocokan
antara disiplin ilmu atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang
karena jika keahlian yang dimiliki seseorang tidak sesuai dengan
tugas yang dibebankan kepadanya akan berdampak kepada
inefektifitas organisasi.”
Catatan pentingnya adalah, proses akuntabilitas bagi aparat
pemerintah daerah sangat berperan besar dalam menentukan baik
buruknya kinerja pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya
bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ada
dukungan sarana dan prasarana dari organisasi pemerintahan daerah
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itu sendiri, untuk memberikan kejelasan mengenai konsep akuntabilitas
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
di Kabupaten Luwu maka didefenisikan skema kerangka konsep
sebagai berikut
Gambar 2.1
Kerangka Konsep
Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan
Publik
Faktor-faktor yang
berpengaruh :
 Faktor Pendukung
1. Profesionalime Kerja
Pegawai
2. Pelayanan yang
memuaskan
masyarakat.
 Faktor Penghambat
1. Kurangnya sosialisai
2. Adanya pungutan
liar
3. Sarana dan
prasarana
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Masyarakat
Pemerintah Daerah
Kabupateen Luwu
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul proposal penelitian di atas, penelitian ini di
laksanakan di kantor pemerintah daerah di Kabupaten Luwu.
3.2 Dasar dan Tipe Penelitian
Dasar penelitian adalah observasi mendalam yaitu metode
pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk
mengumpulkan data-data dan fakta-fakta melalui wawancara langsung
ataupun melalui pengamatan terhadap kondisi-kondisi yang
berhubungan dengan obyek penelitian.
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu
dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena
atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta
yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sehubungan
dengan penelitian ini, penulis terjun langsung ke Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu untuk meneliti masalah yang berhubungan
dengan fokus penelitian yaitu akuntabilitas pelayanan publik di dinas
kependudukan catatan sipil Kabupaten Luwu.
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3.3 Subjek dan Informan Penelitian
Subjek penelitian ini difokuskan terhadap analisis kinerja
pemerintah daerah, maka dari itu peneliti menggunakan metode
Purposive Sampling sehingga dipilih informan yang terlibat dalam
pelaksanaan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel, adapun
informan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :
 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 Kepala Bidang Pengurusan KTP dan KK
 Masyarakat
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari informan yang telah
dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer
diperoleh melalui:
o Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di
teliti.
o Interview atau wawancara secara mendalam mengenai
penelitian yang dimaksud, dengan menggunakan pedoman
wawancara.
b. Data sekunder, Adapun data sekunder diperoleh melalui :
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o Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literature
atau buku-buku atau data terkait dengan topic penelitian.
Ditambah majalah, catatan perkuliahan dan penelusuran data
online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
o Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar
inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang
dilakukan.
3.5 Analisis Data
Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan
teknik analisis secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan
dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis.
Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematika fakta-
fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-hasil penelitian baik dari
hasil study lapang maupun study literature untuk kemudian memperjelas
gambaran hasil penelitian menjadi sebuah kesimpulan.
3.6 Definisi Operasional
Adapun definisi konseptual dalam penulisan proposal penelitian ini
adalah sebagai berikut :
 Pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam penulisan proposal
penelitian ini adalah semua aparat pemerintahan yang bekerja
pada dinas kependudukan dan catatan sipil.
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 Pelayanan publik yang dimaksudkan dalam penulisan proposal
penelitian ini adalah merupakan upaya Negara untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas
barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Negara berhak memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraannya,
sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan
oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.
 Akuntabilitas pelayanan publik yang dimaksudkan dalam penulisan
proposal penelitian ini adalah meliputi peran pemerintah daerah
dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, hal ini
dimaksudkan sebagai tanggungjawab dari yang memberikan
pelayanan (pemeritah) kepada yang diberikan
pelayanan(masyarakat). Dengan demikian pemerintah daerah
memang seharusnya dituntut untuk bersikap profesionalitas dalam
bekerja.
 Masyarakat yang dimaksudkan dalam penulisan proposal
penelitian ini adalah pihak yang paling merasakan kinerja
pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
 Faktor-faktor pendorong dan penghambatyang dimaksud dalam
penulisan proposal penelitian ini adalah hal-hal apa saja yang
43
dapat mendukung terciptanya proses akuntabilitas yang baikoleh
pemerintah daerah demi tercapainya pelayanan publik yang
maksimal bagimasayarakat serta hal-hal apa saja yang
menghambat dalam terciptanya akuntabilitas di kalangan aparat
pemeritah daerah, sehingga mempengaruhi kinerja serta
pelayanan publik sebagai konsekuensi dari tanggungjawab yang
seharusnya mereka laksanakan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Profil Daerah Penelitian
Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang berada
dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah
Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah akibat pemekaran Kota Palopo
yaitu Kabupaten Luwu Bagian Selatan yang terletak di sebelah selatan
Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu Bagian Utara yang terletak
di sebelah utara Kota Palopo. Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah
sekitar 3.000,25 Km2 atau 3.000.250 Ha dengan jumlah penduduk
keseluruhan mencapai 369.391 jiwa pada tahun 2014, dengan
mayoritas mata pencaharian penduduknya bergerak pada sektor
pertanian dan perikanan. Secara umum karasteristik bentang alam
Kabupaten Luwu terdiri atas kawasan pesisir/pantai dan daratan
hingga daerah pegunungan yang berbukit hingga terjal, dimana
berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone dengan panjang
garis pantai sekitar 116,161 Km (RTRW Kabupaten Luwu).
4.1.1 Sejarah Luwu
Sejarah Tanah Luwu sudah berawal jauh sebelum masa
pemerintahan Hindia Belanda bermula. Sebelumnya Luwu telah
menjadi  sebuah kerajaan yang mewilayahi Tana Toraja (Makale,
45
Rantepao) Sulawesi  Selatan, Kolaka (Sulawesi Tenggara) dan
Poso(Sulawesi Tengah). Hal sejarah  Luwu ini dikenal pula dengan
nama Tanah Luwu yang dihubungkan dengan  nama La Galigo dan
Sawerigading.  Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda berhasil
menduduki pusat  Kedatuan Luwu di Palopo. Hal ini membuat sistem
pemerintahan di Luwu dibagi  atas dua tingkatan pemerintahan, yaitu:
1. Pemerintahan tingkat tinggi dipegang langsung oleh pihak Belanda.
2. Pemerintahan tingkat rendah dipegang oleh pihak Swapraja.
Pada tahun 1942, Jepang berhasil menghalau pemerintah
Hindia Belanda  dan menguasai Luwu. Sistem pemerintahan yang
diterapkan sama, hanya saja  rakyat diberi kebebasan berusaha,
bercocok tanam dan nelayan. Hal tersebut  tentu saja membuat hasil-
hasil bumi masyarakat Belopa dan sekitarnya lebih  meningkat,
sehingga diberi julukan “pabbarasanna Tana Luwu”, (lumbung  pangan
Tanah Luwu).  Dalam masa pemerintahan Jepang, yaitu tentara Dai
Nippon, kedudukan  Datu Luwu dalam sistem pemerintahan sipil,
sedangkan  pemerintahan militer dipegang oleh Pihak Jepang.
Dalam menjalankan pemerintahan sipil, Datu Luwu diberi
kebebasan, namun tetap diawasi secara ketat oleh pemerintahan
militer Jepang. Yang menjadi pemerintahan sipil atau Datu Luwu pada
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masa itu ialah "Andi Kambo Opu Tenrisompa" kemudian diganti oleh
putranya "Andi Patiware" yang kemudian bergelar "Andi Djemma.”
Pada bulan April 1950 Andi Djemma dikukuhkan kembali
kedudukannya sebagai Datu/Pajung Luwu dengan wilayah seperti
sediakala. Afdeling Luwu meliputi lima onder Afdeling Palopo,
Masamba, Malili, Tana Toraja atau Makale, Rantepao dan Kolaka.
Selanjutnya pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, secara
otomatis Kerajaan Luwu berintegrasi masuk kedalam Negara Republik
Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan Raja Luwu
pada masa itu Andi Djemma yang antara lain menyatakan "Kerajaan
Luwu adalah bagian dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.”
Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34 tahun
1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan bentukan
Belanda/Jepang termasuk daerah yang berstatus Kerajaan. Peraturan
Pemerintah No.56 tahun 1951 tentang Pembentukan Gabungan
Sulawesi Selatan. Dengan demikian daerah gabungan tersebut
dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 (tujuh) daerah
Swatantra. Satu di antaranya adalah daerah Swatantra Luwu yang
mewilayahi seluruh daerah Luwu dan Tana Toraja dengan pusat
Pemerintahan berada di Kota Palopo. Tahun 1953 Andi Djemma Datu
Luwu diangkat menjadi Penasehat Gubernur Sulawesi. Berselang
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beberapa tahun kemudian, Pemerintah Pusat menetapkan beberapa
Undang-Undang Darurat, antara lain:
1. Undang-Undang Darurat No.2/1957 tentang Pembubaran Daerah
Makassar, Jeneponto dan Takalar.
2. Undang-Undang Darurat No. 3/1957 tentang Pembubaran Daerah
Luwu dan Pembentukan Bone, Wajo dan Soppeng, serta
penghapusan sistem pemerintahan Swpraja.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 3/1957,
maka daerah Luwu menjadi daerah Swatantra dan terpisah dengan
Tana Toraja, disertai berakhirnya pula pemerintahan sistem kerajaan
Luwu. Datu Luwu Andi Djemma langsung menjadi Bupati/Datu Luwu
kala itu. Dengan berlakunya UU No. 29 tahun 1959 tentang
terbentuknya daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sistem Swantantra
dihapus. Pada waktu itu, wilayah kabupaten Dati II Luwu dibentuk 16
kecamatan dan salah satu dianataranya adalah Kecamatan Bajo
dengan ibukotanya Belopa.
4.1.2. Keadaan Geografis dan Administratif
Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten Luwu terletak di bagian
utara Provinsi Sulawesi Selatan, dimana posisi Kabupaten Luwu
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terletak 2º.34’.45” – 3º.30’.30” LS dan 120º.21’.15” – 121º.43’.11” BT.
Secara administratif, Kabupaten Luwu memiliki batas sebagai berikut:
 Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
 Sebelah Timur : Teluk Bone
 Sebelah Selatan : Kota Polopo dan Kabupaten Wajo
 Sebelah Barat : Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara,
Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap.
Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Luwu cukup strategis.
Palopo,  yang terletak di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan
daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Tanjung
Ringit di Palopo menjadikan Kabupaten Luwu sebagai pintu gerbang
Sulwesi Selatan bagian utara, pelabuhan ini merupakan salah satu
pintu penghubung untuk mendistribusikan hasil pertanian Luwu ke
Luar daerah.
4.1.3.Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk di Kabupaten Luwu, dengan luas 3000,25
km2, Kabupaten Luwu didiami oleh 369.391 jiwa atau dengan
kepadatan sebesar 123 jiwa/ km2 , hal ini dapat dilihat pada gambar 1
dibawah ini dengan kata lain rata-rata km2 Kabupaten Luwu didiami
sebanyak 123 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu telah
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meningkat dari 122 jiwa/km2 pada tahun 2013 menjadi 123 jiwa/km2
atau meningkat sebanyak 1 jiwa km2 .
Jika dilihat persebaran disetiap kecamatan nampak bahwa
Kecamatan Lamasi merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan
sebesar 535 jiwa/Km2 diikuti oleh Kecamatan Belopa Utara sebesar
478 jiwa/km2, Kecamatan Belopa sebesar 288 jiwa/km2,  Kecamatan
Walenrang Timur sebesar 279 jiwa/km2, Kecamatan Ponrang Selatan
sebesar 271 jiwa/km2, Kecamatan Ponrang sebesar 268 jiwa/km2,
Kecamtan Suli sebesar 260 jiwa/km2, Kecamtan Lamasi Timur sebesar
235 jiwa/km2, Kecamatan Bajo sebesar 233 jiwa/km2, Kecamatan
Kamanre 210 jiwa/km2, Kecamatan Bua sebesar 154 jiwa/km2,
Kecamatan bajo Barat sebesar 147 jiwa/km2, kecamatan Larompong
Selatan sebesar 138 jiwa/km2, Kecamtan Larompong sebesar 93
jiwa/km2, Kecamatan Bua Ponrang sebesar 86 jiwa/km2, Kecamatan
Walenrang Utara sebesar 78 jiwa/km2, Kecamatan Basse Sangtempe
Utara sebesar 66 jiwa/km2, Kecamatan Walenrang Barat sebesar 41
jiwa/km2, sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah di
Kecamatan Latimojong yaitu 13 jiwa/km2.
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TABEL 4.1
Angka Pertumbuhan Rasio Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Kode Kecamatan Jenis kelamin Jumalah
penduduk
tahun
sekarang
Jumlah
penduduk
tahun
sebelumnya
Laki-laki Perempuan
n(jiwa) % n(jiwa) % n(jiwa) % n(jiwa) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
731701 BasseSang
tempe
3,283 0.89 2,986 0.81 6,296 1.70 6,252 1.70
731702 Larompong 10,676 2.89 10,220 2.77 20,896 5.66 20,840 5.66
731703 Suli 10,528 2.85 10,732 2.91 21,260 5.76 21,186 5.75
731704 Bajo 7,907 2.14 8,022 2.17 15,929 4.31 15,870 4.31
731705 Bua
Ponrang
8,002 2.17 7,636 2.07 15,638 4.23 15,600 4.24
731706 Walenrang 10,014 2.17 9,887 2.68 19,901 5.39 19,856 5.39
731707 Belopa 8,374 2.27 8,695 2.35 17,069 4.62 16,967 4.61
731708 Bua 15,535 4.21 15,978 4.33 31,513 8.53 31,418 8.53
731709 Lamasi 11,364 3.08 11,210 3.03 22,574 6.11 22,470 6,10
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731710 Larompong
Selatan
9,067 2.45 9,040 2.45 18,107 4.90 18,048 4.90
731711 Ponrang 14,481 3.92 14,230 3.85 28,711 7.77 28,632 7.78
731712 Latimojong 3,211 0.87 3,015 0.82 6,226 1.69 6,198 1.68
731713 Kamanre 6,024 1.63 6,145 1.66 12,169 3.29 12,132 3.29
731714 Belopa
Utara
8,281 2.24 8,322 2.25 16,603 4.49 16,515 4.48
Sumber : Profil Kependudukan Kabupaten Luwu Tahun 2014
Dengan memperhatikan pertambahan penduduk yang cukup
pesat dan mengatasi penduduk di satu wilayah, ke depan nanti
pemerintah Kabupaten Luwu perlu membuat  kebijakan pengendalian
dan persebaran penduduk dengan tetap memperhatikan rencana tata
ruang kota, daya dukung dan daya tamping lingkungan, sehingga
dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap daya dukung
maupun daya tamping lingkungan baik fisik maupun sosial dapat
diminalisasi.
4.1.4. Keadaan Sosial Budaya
Masyarakat di Kabupaten Luwu menggunakan bahasa Luwu
sebagai bahasa daerah utama karena mayoritas penduduknya adalah
suku Luwu. Bahasa Luwu ini digunakan oleh sebagian besar
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penduduk dari Tana Luwu, dari empat kabupaten dan kota, masing-
masing Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan kota Palopo.
Bahasa Luwu, termasuk serumpun dengan bahasa Toraja. Bahasa
Luwu ini digunakan selaku bahasa percakapan penduduk setempat,
mulai dari Selatan perbatasan dengan Buriko Kabupatan Wajo sampai
dengan daerah Kabupaten Luwu Timur Malili. Kerajaan Luwu adalah
kerajaan tertua, terbesar, dan terluas di Sulawesi Selatan yang
wilayahnya mencakup Tana Luwu, Tana Toraja, Kolaka, dan Poso.
Perkataan “Luwu” atau “Luu” itu sebenarnya berarti “Laut”. Luwu
adalah suku bangsa yang besar yang terdiri dari 12 anak suku.
Kerajaan Luwu diperkirakan berdiri sekitar abad X yang
dibangun oleh, sekaligus sebagai raja pertama adalah Batara Guru
(Tomanurung) yang dipercaya turun dari langit diutus oleh ayahnya
Dewa Patoto’e untuk turun mengisi kekosongan di dunia tengah. Raja
terakhir dari kerajaan Luwu adalah Andi Djemma yang bergelar Petta
Matinro’e ri Amaradekanna yang memerintah mulai tahun 1935-1965
Masehi. Beliau merupakan raja yang sangat dikagumi dan dibangga-
banggakan oleh rakyatnya bahkan raja-raja lain di Sulawesi Selatan
karena keberaniannya dalam menghadapi penjajah Belanda. Kerajaan
Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang
menganut agama Islam. Agama Islam sendiri di bawa ke Tana Luwu
oleh Dato’ Sulaiman dan Dato’ri Bandang yang berasal dari Aceh. Hal-
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hal mistik banyak mewarnai proses awal masuknya Islam di Luwu.
Diyakini bahwa Dato Sulaiman dan Dato ri Bandang datang ke Luwu
dengan menggunakan kulit kacang. Mereka pertama kali tiba di Luwu
tepatnya di Desa Lapandoso, Kecamatan Bua, Kabupaten
Luwu.Penduduk di Kabupaten Luwu juga terdiri atas beberapa etnis
lokal dan etnis pendatang yang telah lama tinggal di Kabupaten Luwu
dan masuk melalui akulturasi budaya seperti melalui perdagangan dan
nelayan. Sementara itu terdapat juga etnis pendatang sebagai
transmigran dengan latar belakang budaya yang berbeda, antara lain:
Bugis, Jawa dan Bali yang dominan terdapat di Kecamatan lamasi.
Masyarakat Jawa datang secara transmigrasi yang diprakarsai
oleh pemerintah belanda, mereka datang dari daerah Jawa Tengah
dan Jawa Timur, mereka telah menetap dan membangun kecamatan
tersebut. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, sawah dan
berkebun, selain itu banyak juga diantara mereka berprofesi sebagai
pedagang. Jumlahnya telah berkembang dengan pesat, selain
perkawinan antara sesama suku jawa terjadi juga perkawinan antara
suku terutama suku Jawa dan Luwu yang merupakan suku pribumi.
Sedangkan suku Bugis dan Toraja merupakan imigran yang datang
dari wilayah lain yang masih masuk dalam wilayah Sulawesi Selatan.
Suku Bugis yang mendiami Lamasi berprofesi sebagai pedagang
sedangkan suku Toraja bertani adalah profesi utama mereka. Oleh
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karena keuletan dan kerja keras mereka akhirnya Kecamatan Lamasi
berkembang menjadi daerah lumbung pangan bagi Kabupaten Luwu.
4.1.5 .Keadaan Pendidikan
Kemampuan membaca penduduk usia 10 Tahun Ke Atas ,
maka kemampuan membaca penduduk kabupaten Luwu sebesar
91,72 % atau 236.617 Jiwa sudah mampu membaca huruf Latin
sedangkan 8,28 % atau 21.366 Jiwa tidak dapat membaca. Dari
jumlah penduduk yang tidak dapat membaca tersebut, jumlah
penduduk yang tidak dapat membaca di dominasi oleh jenis kelamin
perempuan sebanyak 14.627 Jiwa.
4.1.6. Kelembagaan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Luwu tertanggal 07 Agustus 2009, dinas daerah
Kabupaten Luwu terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
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7. Dinas Bina Marga;
8. Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang;
9. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Dinas Pertambangan dan Energi;
11. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
12. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
16. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu nomor 3 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Luwu, lembaga teknis daerah Kabupaten
Luwu, terdiri dari :
a. Badan dan/atau lembaga yang setingkat badan terdiri atas:
1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
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6. Badan Kepegawaian;
7. Badan Keluarga, Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan.
b. Kantor, terdiri atas :
1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kantor Diklat Tenaga Kerja.
4.2 Gambaran Umum Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Luwu
4.2.1 Struktur Organisasi
sesuai dengan peraturan BUPATI LUWU Nomor 63 Tahun 2009
tentang Uraian Tugas Jabatan pada organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Luwu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membawahi :
1. Sekretariat
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Bidang Kependudukan
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk
b. Seksi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
c. Seksi Pengarsipan dan  Pelayanan Informasi Kependudukan
3. Bidang Data dan informasi Kependudukan
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a. Seksi Aplikasi Program
b. Seksi pengolahan dan Analisis Data
c. Seksi Evaluasi dan Pengarsipan
4. Bidang Pengendalian dan penyuluhan
a. Seksi pengendalian Kependudukan
b. Seksi Penyuluhan Kependudukan
c. Seksi Mutasi Kependudukan
5. Bidang Catatan Sipil
a. Seksi Data dan Registrasi
b. Seksi Pelayanan dan Akta Catatan Sipil
c. Seksi Pengarsipan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban  tugas
dan tanggungjawab di Bidang Kependudukan. Sebagai unit organisasi
yang melaksanakan tugas pembangunan melalui Administrasi atau
Manajemen dalam arti sempit, juga sebagai unit yang melaksanakan
pelayanan public secara langsung kepada masyarakat, baik mengenai
pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipi. Pendaftaran
penduduk berupa pelayanan, penerbitan biodata penduduk, Kartu
Tanda Pengenal(KTP) dan kartu keluarga (KK). Sedangkan
pencatatan sipil berupa Akta-Akta Catatan Sipil, seperti Akta
Kelahiran, Akta Penceraian, Akta Kematian, Akta pengangkatan Anak,
Akta Pengakuan Anak.
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Tujuan dan sasaran yang diinginkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tidak terlepas dari Visi dan Misi
Pemerintahan Kabupaten Luwu. Visi kabupaten Luwu adalah “
Terwujudnya Kabupaten Luwu Yang Lebih Maju, Manidri, Beradaya
Saing dan Bernuansa Religius”. Sedangkan misi pembangunan
sebagai penjabaran yang lebih konkrit untuk mendukung terwujudnya
Visi Pembangunan Kabupaten Luwu 2014-2019 adalah sebagai
berikut:
1) Memperkuat Jatidiri Masyarakat Kabupaten Luwu
berdasarkan Budaya Luwu.
2) Memperdayakan masyarakat Kabupaten Luwu berasarkan
Kearifan local melalui budaya Kreatif.
3) Mewujudkan Pemerintah yang  baik (Good Governance)
melalui Penegakan Supermasi Hukum( Law Enforeement).
4) Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan
Masyarakat (Wallfare Society).
5) Membangun Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahuan
Ekonomi Masyarakat melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan.
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten
Luwu
Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu 2015
4.2.2 Personil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu
didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil,
Kepala Dinas 1 orang, Sekretaris 1 orang, Kepala Bidang 4 orang,
Kepala Sub Bagian 3 orang, Kepala Seksi 9 orang, Pelaksana
Golongan III 22 orang, Pelaksana Golongan II 7 orang, Pelaksana
Golongan I 1 orang, Tenaga Sukarela 12 orang, Sedangkan kalau
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dilihat dari pendidikan formal, jabatan dan pangkat maupun jenis
kelamin dari pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :
TABEL 4.2
Tingkat Pendidikan Formal, Jabatan dan Pangkat maupun jenis kelamin
dari pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Luwu.
No. Uaian Jumlah
1.
Pendidikan :
- S3 1 Orang
- S2 4 Orang
- S1 20 Orang
- D3 3 Orang
2.
Jabatan :
- II/b 1 Orang
- III/a 1 Orang
- III/b 4 Orang
- IV/a 15 Orang
3
Pangkat :
- IV/c 1 Orang
- IV/b 3 Orang
- IV/a 2 Orang
- IV/a 7 Orang
- III/c 3 Orang
- III/b 2 Orang
- III/a 8 Orang
- II/d 1 Orang
- II/c 1 Orang
- II/b 4 Orang
- II/a 1 Orang
4
Tenaga Sukarela
- Laki-Laki 42 Orang
- Perempuan 86 Orang
Sumber : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu 2015
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4.2.3 Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Luwu
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu di dukung sarana dan prasarana kerja,
sebagai berikut :
a. Gedung dan Fasilitas :
Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Luwu terletak di
Kompleks perkantoran Pemda Kab.Luwu dengan luas tanah 882 m2
milik pemerintah Kabupaten Luwu.
b.Peralatan dan Kendaraan Operasional sebagai berikut :
TABEL 4.3
Jumlah Keadaan Sarana dan Prasarana
No. URAIAN BAIK RUSAK SATUAN KET
BERAT SEDANG
1 2 3 4 5 6 7
Tanah 882 m2
Kendaraan Bermotor 18 - - Unit
Kendaraan Bermobil 5 - - Unit
Jumlah 23
Alat Kantor dan
Rumah Tangga
- Mesin Ketik - 1 - Unit
- Lemari Besi - 2 - Unit
- Lemari Kaca 2 - - Unit
- Meja Kerja
Pegawai
40 - - Buah
- Kursi Busah 40 - - Buah
- Lemari Kaca 2 - - Unit
- Mesin - - 2 Unit
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Laminating
- Lemari Es 1 - - Unit
- P.C Unit 15 - - Unit
- Laptop 2 - - Unit
- Filling Kabinet 3 - - Unit
- Scanner 10 - - Unit
- Printer 1 - - Unit
- CCTV 1 - - Paket
- Kursi Rapat 30 - - Buah
- AC Pendingin
Ruangan
3 - - Unit
- Lemari Arsip 2 - - Unit
- Kursi Rapat 40 - - Buah
- Meja Kerja
Staf
Pelayanan
12 - - Buah
- Rak Statis 8 - - Buah
- Meja Kerja
Esalon III
5 - - Buah
- Kursi Kerja
Esalon III
5 - - Buah
- Laptop 2 - - Unit
- Monitor
Display
9 - - Unit
- Komputer
Desk Book
10 - - Unit
- Komputer
Server Siak
1 - - Unit
- Printer 6 - - Unit
Alat Studio &
Komunikasi
- Kamera Film 12 - - Unit
- Wireless
Amplifier
2 - - Unit
Bangunan Gedung
- Gedung 1 - - 128 m2
Instalasi
- Instalasi
Gardu Listrik
Induk
Kapasitas
1 - - Unit
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- Stafol 21 - - Unit
Alat Bengkel
- Pulse
Generator
2 - - Unit
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu 2015
4.3 Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan KTP dan KK di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu
4.3.1 Persyaratan Umum dan Mekanisme Pembuatan KTP Kabupaten
Luwu
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu telah
menetapkan standar dan persyaratan untuk mekanisme dalam pembuatan
KTP. Adapun mekanisme dalm pembuatan KTP yakni sebagai berikut :
a. Persyaratan Permohonan KTP Elektronik
1. Surat pengantar desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat;
2. Fotocopy kartu keluarga (KK) yang masih berlaku;
3. Isian formulir F-1.21;
4. KTP NON ELEKTRONIK yang masih berlaku
b. Persyaratan Penggantian E-Ktp Karena Pergantian Data
1. Surat pengantar desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat;
2. Fotocopy kartu keluarga (KK);
3. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan;
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4. Fotocopy surat akta cerai
5. Isian formulir F-1.21;
c. Persyaratan Penggantian E-Ktp Karena Pindah Datang
1. Surat pengantar desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat;
2. Fotocopy kartu keluarga (KK)
3. Surat keterangan datang dari luar negeri (bagi yang datang dari
luar negeri karena pindah)
4. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang;
5. Formulir F-1.21;
d. Persyaratan Penggantian E-Ktp Karena Rusak/Hilang
1. Surat pengantar desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat;
2. Fotocopy KK;
3. Surat keterangan hilang dari polisi (jika E-KTP hilang);
4. E-KTP asli (jika E-KTP rusak)
5. Formulir F.1-21
 Surat Keterangan Pindah Datang
a. Persyaratan Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Satu
Desa/Kelurahan
1. Surat pengantar dari RT/RW;
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2. Kartu keluarga (KK) lama asli dan E-KTP lama asli;
3. Formulir F.1-15 atau F.1-16;
b. Persyaratan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Desa/Kelurahan
Dalam Satu Kecamatan (Daerah Asal)
1. Surat pengantar desa di stempel verifikasi petugas registrasi,
ditandatangani kepala desa/lurah;
2. Kartu keluarga (KK) lama asli dan E-KTP lama asli;
3. Formulir F.1-25;
c. Persyaratan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa/Kelurahan
Dalam Satu Kecamatan (Daerah Tujuan)
1. Surat pengantar desa di stempel verifikasi petugas registrasi,
ditandatangani kepala desa/lurah;
2. Surat keterangan pindah dari daerah asal asli;
3. Formulir F.1-27 atau F.1-16;
d. Persyaratan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kecamatan Dalam
Satu Kabupaten/Kota (Daerah Asal)
1. Surat pengantar desa di stempel verifikasi petugas registrasi,
ditandatangani kepala desa/lurah;
2. Kartu keluarga (KK) lama asli dan E-KTP lama asli;
3. Formulir F.1-29;
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e. Persyaratan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kecamatan Dalam
Satu Kabupaten/Kota (Daerah Tujuan)
1. Surat pengantar desa di stempel verifikasi petugas registrasi,
ditandatangani kepala desa/lurah;
2. Surat keterangan pindah dari daerah asal asli;
3. Formulir F.1-31 dan F.1-15 atau F.1-16;
f. Persyaratan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kabupaten/Kota
Antar/Dalam Satu Provinsi (Daerah Asal)
1. Surat pengantar desa di stempel verifikasi petugas registrasi,
ditandatangani kepala desa/lurah;
2. Kartu keluarga lama asli dan E-KTP lama asli;
3. Fotocopy akta lahir/surat kelahiran;
4. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan/surat cerai;
5. Formulir F.1-34 dan F.1-16;
6. Formulir F.1-03 bermaterai  Rp. 6000,- dan
7. Fotocopy KTP yang diberi kuasa (jika dikuasakan);
g. Persyaratan Surat Keterangan Pindah Datang Antar Kabupaten/Kota
Antar/Dalam Satu Provin Si (Daerah Tujuan)
1. Surat pengantar desa di stempel verifikasi petugas registrasi,
ditandatangani kepala desa/lurah;
2. Surat keterangan pindah dari daerah asal asli;
3. Fotocopy akta lahir/surat kelahiran sebanyak 2 lembar;
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4. Fotocopysurat nikah /akta perkawinan/ surat cerai sebanyak 2
lembar;
5. Fotocopy ijazah terakhir sebanyak 2 lembar;
6. Kartu keluarga asli (bagi yang numpang KK) dan fotocopy 1 lembar
7. Formulir F.1-01 dan F.1-38 asli dan fotocopy 1 lembar;
8. Formulir F.1-15 atau F.1-16 (bila ada perubahan)
9. Formulir F.1-03 bermaterai  Rp. 6000,- dan
10.Fotocopy KTP yang diberi kuasa (jika dikuasakan);
h. Persyaratan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri
1. Formulir F.1-59 di stempel verifikasi petugas registrasi
ditandatangani kepala desa/lurah dan camat;
2. Formulir F.1-06
3. Formulir F.1-65
4. Kartu keluarga lama asli;
5. E-KTP lama asli;
6. Formulir F.1-16;
7. Fotocopy akta lahir/surat kelahiran;
8. Fotocopy surat nikah/ akta perkawinan/ surat cerai;
9. Fotocopy ijazah/SSTB
i. Persyaratan Surat Keterangan Dari Luar Negeri
1. Surat pengantar desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
ditandatangani kepala desa/lurah dan camat;
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2. Fotocopy passport 2 lembar;
3. Formulir F.1-61 dan F.1-04
4. Kartu keluarga asli (bagi yang numpang KK) dan fotocopy 1
lembar;
5. E-KTP lama asli;
6. Fotocopy akta lahir/surat kelahiran;
7. Fotocopy surat nikah/ akta kelahiran/ surat cerai;
8. Formulir F.1-16;
j. Persyaratan Surat Keterangan Tempat Tnggal (Sktt) Bagi Orang Asing
1. Surat pengantar dari sponsor/perusahaan
2. Formulir F.1-08, F.1-09, dan F.1-10;
3. Fotocopy passport, visa, S.ket lapor diri/ SKLD, KITAS/KITAP,buku
pendaftaran WNA
4. Pas foto 4x6 3 lembar, pas foto 2x2 2 lembar
5. Fotocopy surat Nikah/ akta perkawinan dan ijazah
6. Surat keterangan pindah dari daerah asal;
Bapak Bakhtiar selaku Kepala bidang kependudukan menyatakan
bahwa :
“Untuk Persyaratan dan mekanisme dalam pembuatan KTP sudah
sangat jelas karena masyrakat yang ingin mengurus ktp pasti terlebih
dahulu mendatangi kantor desa/kelurahan dan semua persyaratan dan
mekanisme pengurusan sudah dapat di lihat atau di sampaikan oleh
pemerintah desa/kelurahan, selain itu kami memajang persyaratan jika
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ingin melakukan pengurusan KTP di kantor, cukup dengan melengkapi
berkas yang di tetapkan oleh kantor, sehingga pegawai langsung
memproses pembuatan KTP yang di inginkan oleh pemohon”
(wawancara pada tanggal 10 agustus 2015)
Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan suatu keterangan atau
tanda bukti yang dimiliki oleh suatu individu dimanapun ia berada, KTP
merupakan suatu identitas pribadi seseorang yang bermukim di suatu
tempat. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 pasal 63 ayat
1 yang berbunyi penduduk warga negara indonesia dan orang asing yang
memeiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin
atau pernah kawin wajib memiliki kartu tanda penduduk.
Dalam hal pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat
menginginkan pelayanan yang berkualitas hal ini dapat dilihat dari prosedur
yang ditetapkan aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan
pelayanan serta sikap aparatur yang bertugas bersahabat dan ramah kepada
masyarakat yang memerlukan bantuan.
Dalam wawancara dengan Drs. M. Aras Nursalam selaku Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu yang mengtaakan
bahwa :
“Seluruh pegawai yang ada di kantor kami, di tuntut untuk memiliki
integritas dan profesional kerja dalam mengemban amanah yang
ditugaskan, agar masyarakat senang. kami telah membagi tugas
masing-masing aparat sesuai kapabilitasnya agar tercapai visi misi
yang kami harapkan” (wawancara pada tanggal 11 agustus 2015)
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Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah
seorang masyarakat yang melakukan proses pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP). Sahar mengatakan bahwa :
“dalam membuat Kartu Tanda penduduk di kantor kependudukan
dan catatan sipil, cukup cepat pembuatannya, dan pelayanan yang
diberikan oleh pegawai kantor tersebut sangat baik, buktinya saya
hanya memerlukan waktu beberapa jam dalam proses pembuatan
ktp sehingga tidak mengganggu kegiatan atau pekerjaan
saya.”(wawancara pada tanggal 10 agustus 2015)
Kualitas pelayanan publik suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari
efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan tersebut. Kualitas
aparatur tersebut dapat diukur dari bagaimana kinerja aparat dalam
mengupayakan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi kualitas aparatur
secara langsung ataupun tidak langsung akan tergambarkan dalam kualitas
pelayanan publik secara umum. Dalam konsep pelayanan publik,
dikemukakan bahwa efisiensi dan ketepatan waktu menjadi salah satu syarat
terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas. Demikian juga kualitas dari
aparatur sebuah instansi .
Pelayanan publik dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian
sebuah instansi terhadap kualitas pelayanan publiknya jika kita asumsikan
bahwa peningkatan keduanya akan selalu searah seperti yang telah
dikemukakan diatas.
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Efisiensi dan ketepatan waktu merupakan penyelesaian tugas
pekerjaan atau pencapaian tingkat output yang didasari pada batas waktu
yang ditentukan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa setiap
pelaksana tugas bidang memiliki tanggung jawab menyelesaikan setiap tugas
dengan tepat waktu, tidak menunda sebagaimana tugas yang dibebankan
tanpa harus menunggu pada suatu kesempatan lain.
Pelayanan publik dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian
sebuah instansi terhadap kualitas pelayanan publiknya jika kita asumsikan
bahwa peningkatan keduanya akan selalu searah seperti yang telah
dikemukakan diatas.
Dalam wawancara dengan bapak subhan selaku sekretaris Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengatakan bahwa :
“Salah satu tujuan kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil yaitu
mewujudkan pelayanan publik yang prima untuk mewujudkan hal
tersebut salah satu cara dengan memperhatikan standar operasional
prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan khususnya masalah waktu
harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, Persoalan waktu
pemerosesan ktp kami sudah cukup transparan, masyarakat atau
pemohon yang ingin membuat ktp bisa langsung ke kantor dengan
membawa surat pengantar dari desa/kelurahan dan penerbitan ktp hanya
memerlukan beberapa jam saja tergantung dari banyak tidaknya
masyarakat yang dilayani, persoalan keterlambatan biasanya hanya
pengaruh non teknis”.(wawancara pada tanggal 12 agustus 2015)
Berikut ini wawancara dengan salah seorang staf di kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil mengatakan tanggung jawab terhadap
pelayanan maksimal tergantung dari masyarakat itu sendiri:
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“masyarakat yang ini membuat ktp rata-rata telah memenuhi persyaratan
yang telah di tentukan oleh kantor, tetapi terkadang ada masyarakat yang
mengalami masalah di karenakan tidak membawa surat pengantar dari
desa/kelurahan atau kelengkapan berkas lainnya, menyebakan kantor
menunda melayani masyarakat tersebut”. (wawancara pada tanggal 13
agustus 2015)
4.3.2 Persyaratan umum dan mekanisme pelayanan dalam pembuatan
Kartu Keluarga (KK)
a. Persyaratan Penambahan anggota kartu keluarga
1. Surat Pengantar Desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat;
2. Fotocopy akta kelahiran
3. Fotocopy surat nikah / akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
4. Fotocopy surat cerai (bagi yang cerai hidup)
5. Fotocopy ijazah terakhir
6. Surat keterangan pindah datang (bila yang pindah dalam wilayah
negara RI)
7. Surat keterangan datang dari luar negeri (bagi yang datang dari
luar negeri karena pindah)
8. Fotocopy formulir F.2-01 (penambahan anggota karena kelahiran)
9. Formulir F.1-01 dan F.1-16
10.KK asli
b. Persyaratan pengangguran anggota kartu keluarga
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1. Surat pengantar Desa/Kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui oleh camat;
2. Fotocopy akta lahir;
3. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan (bagi yang sudah menikah);
4. Fotocopy surat cerai (bagai yang cerai hidup);
5. Fotocopy ijazah terakhir;
6. Surat keterangan pindah datang (bilayang pindah dalam wilayah
negara RI);
7. Surat keterangan datang dari luar negeri (bagi yang datang dari
luar negeri karena pindah);
8. Fotocopy formulir f.2-29 (bila anggota ada yang meninggal);
9. Formulir F.1-01 dan F.1-16
10.KK asli
c. Persyaratan perpanjangan kartu keluarga (KK)
1. Surat pengantar Desa/Kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat;
2. Kartu keluarga lama asli
3. Fotocopy akta lahir;
4. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
5. Fotocopy surat cerai (bagi yang cerai hidup);
6. Fotocopy ijazah terakhir;
7. Formulir F.1-01 dan F.1-15;
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d. Persyaratan penertiban Kartu Keluarga (KK) rusak/hilang
1. Surat pengantar Desa/Kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat;
2. Kartu Keluarga asli yang rusak;
3. Fotocopy KTP-EL
4. Surat kehilangan dari Desa/Kelurahan (bila KK hilang);
5. Fotocopy akta lahir;
6. Fotocopy surat nikah/akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
7. Fotocopy surat cerai (bagi yang cerai hidup);
8. Formulir f.1-01 dan f.1-15;
 Perubahan Biodata Penduduk
a. Persyaratan perubahan biodata penduduk secara umum
1. Surat pengantar desa/kelurahan distempel petugas registrasi
diketahui camat;
2. Kartu keluarga (KK) asli;
3. Fotocopy akta/surat lahir (F-2.01)
4. Fotocopy surat nikah;
5. Fotocopy ijazah (SD-terakhir);
6. Fotocopy surat kematian;
7. Formulir F-1.01;
8. Formulir F-1.06;
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9. Formulir F-1.05;
10.Fotocopy SK/karpeg (bagi pensiunan)
b. Persyaratan Perubahan Data Kartu Keluarga Secara Rinci
1. Persyaratan perubahan status perkawinan/perceraian
a. surat pengantar desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat
b. Kartu keluarga (KK) asli + fotocopy
c. fotocopy buku nikah/akta perceraian
d. fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran (F-2.01)
e. formulir F-1.05 (surat pernyataan perubahan data)
f. formulir F-1.06 (formulir perubahan data penduduk)
g. formulir F-1.01 (formulir biodata penduduk WNI)
2. Persyaratan perubahan biodata pada pendidikan
a. surat pengantar dari desa/kelurahan di stempel petugas
registrasi diketahui camat
b. kartu keluarga (KK) asli + fotocopy
c. fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran (F-2.01)
d. fotocopy ijazah terakhir
e. formulir F-1.05 (surat pernyataan perubahan data)
f. formulir F-1.06 (formulir perubahan data penduduk)
g. formulir F-1.01 (formulir biodata penduduk WNI)
3. Persyaratan perubahan biodata pekerjaan
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a. surat pengantar Desa/Kelurahan di stempel petugas
registrasi diketahui camai
b. kartu keluarga (KK)asli + fotocopy
c. fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran (F-2.01)
d. formulir F-1.05 (surat pertanyaan perubahan data)
e. formulir F-1.06 (formulir perubahan data penduduk)
f. formulir F-1.01 (formulir biodata penduduk WNI)
g. SK pengangkatan/surat perintah dan lainnya
4. Persyaratan perubahan jenis kelamin
a. Surat pengantar desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat
b. kartu keluarga (KK) asli + fotocopy
c. fotocopy buku nikah/akta perceraian
d. fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran (F-2.01)
e. formulir F-1.05 (surat pertanyaan perubahan data)
f. formulir F-1.06 (formulir perubahan data penduduk)
g. formulir F-1.01 (formulir biodata penduduk WNI)
h. penetapan pengadilan negeri
5. Persyaratan perubahan Biodata (perubahan, penambahan/
pengurangan nama)
a. Surat pengantar desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat
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b. kartu keluarga (KK) asli + fotocopy
c. fotocopy buku nikah/akta perceraian
d. fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran (F-2.01)
e. fotocopy ijazah (semua ijazah yang dimiliki)
f. formulir F-1.05 (surat pertanyaan perubahan data)
g. formulir F-1.06 (formulir perubahan data penduduk)
h. formulir F-1.01 (formulir biodata penduduk WNI)
i. penetapan pengadilan negeri
6. persyaratan perubahan data pada tanggal, bulan tahun kelahiran
a. Surat pengantar desa/kelurahan di stempel petugas registrasi
diketahui camat
b. kartu keluarga (KK) asli + fotocopy
c. fotocopy buku nikah/akta perceraian
d. fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran (F-2.01)
e. formulir F-1.05 (surat pertanyaan perubahan data)
f. formulir F-1.06 (formulir perubahan data penduduk)
g. formulir F-1.01 (formulir biodata penduduk WNI)
h. penetapan pengadilan negeri
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Gambar 4.2
Prosedur Permohonan dalam Pembuatan Kartu Keluarga
Kantor RT
 Sebagaimana tugas dan fungsi rukun tetangga RT adalah pelayanan
administrasi pemerintahan
 Pemohon meminta surat pengantar di RT
Kantor Desa/Kelurahan:
 Penduduk melapor ke Lurah dengan membawa persyaratan dan
mengisi formulir permohonan KK.
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 Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan
berkas persyaratan.
 Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk
(BIP).
 Lurah menandatangani Formulir permohonan KK.
Kantor Kecamatan:
 Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas
permohonan KK.
 Camat menandatangani formulir permohonan KK.
Kantor Dinas:
 Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base
kependudukan
 Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.
Prosedur pelayanan dalam pembuatan kartu keluarga (KK) di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Luwu sudah sangat baik, hal
tersebut juga disampaikan oleh bapak Kepala Seksi Penertiban kartu
keluarga (KK) mengatakan bahwa kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
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telah memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan sop kepada
masyarakat khususnya dalam pembuatan kartu keluarga :
“kami telah memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan SOP
(Standa Operasional Prosedur) kepada masyarakat khususnya dalam
pembuatan kartu keluarga, karena atasan menuntut kami untuk
bertanggung jawab penuh dengan tugas yang diberikan, cukup
memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan dikantor kami maka
akan di proses secepatnya”(wawancara pada tanggal 11 agustus
2015)
Menurut salah seorang informan masyarakat yang mengatakan
pelayanan dalam pengurusan kartu keluarga (KK) di Dinas Kependudukan
dan catatan Sipil sangat baik dan cepat :
“ini kali keduanya saya mengurus kartu keluarga di kantor ini dan
pengurusannya pun  tidak dipersulit dan pelayanannya cukup cepat
dibanding sebelumnya” (wawancara pada tanggal 11 agustus 2015)
Pelayanan publik secara umum. Dalam konsep pelayanan publik,
dikemukakan bahwa efisiensi dan ketepatan waktu menjadi salah satu syarat
terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas. Demikian juga kualitas dari
aparatur sebuah instansi, memberikan beban kerja harus sesuai dengan
kemampuan individu  itu sendiri. hal tersebut juga di kemukakan oleh bapak
Drs. M. Aras Nursalam selaku kepala dinas di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil bahwa the right man on the right place :
“masalah yang sering terjadi di suatu instansi yaitu menempatkan
seseorang bukan pada tempatnya hal itu menyebabkan lambatnya
pemberian pelayanan dikarenakan barbagai masalah, seperti
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kurangnya pemahaman menggunakan teknologi, maka dari itu kantor
kami mengatasi hal tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan
agar aparat paham akan tugas dan fungsinya masing-masing”
4.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelayanan publik
dalam pembuatan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil di Kabupaten Luwu
Dalam penyelenggaraan Pelayanan publik pembuatan KTP Dan KK  di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten luwu, terdapat banyak
faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan pelayanan
pembuatan atau penerbitan KTP dan KK. Berdasarkan hasil penelitian dan
observasi yang telah dilakukan, faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari
dalam ataupun dari luar penyelenggara pelayanan pembuatan KTP dan KK.
4.4.1 Faktor-Faktor yang Mendukung Akuntabilitas Pelayanan Publik
Dalam pembuatan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil di Kabupaten Luwu
a. Profesionalisme Kerja Pegawai
Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat
kemampuan pegawai yang tercermin melalui perilakunya sehari-hari
dalam organisasi. Tingkat kemampuan pegawai yang tinggi akan lebih
cepat mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah
direncanakan sebelumnya, sebaliknya apabila tingkat kemampuan
pegawai rendah kecenderungan tujuan organisasi yang akan dicapai
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akan lambat bahkan menyimpang dari rencana semula. Dan istilah
kemampuan dapat juga dipergunakan untuk menunjukkan apa yang
akan dapat dikerjakan oleh seseorang, bukan apa yang telah
dikerjakan oleh seseorang.
Dalam hal ini kemampuan dalam mepergunakan peralatan yang
ada dalam mendukung pekerjaan yaitu proses pembuatan KTP dan
KK, kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan KTP dan KK
yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pekerjaannya,
mentaati segala peraturan yang melandasi bidang pekerjaannya, sikap
aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1) Kemahiran
Kemahiran dalam mempergunakan peralatan yang ada dalam
mendukung pekerjaan, yaitu proses pembuatan Kartu Tanda
Penduduk dan KK.
Kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan yang
ada dalam mendukung pekerjaan, yaitu proses pembuatan Kartu
Tanda Penduduk sudah cukup mahir. Seperti penguasaan teknologi
komputer dalam proses percetakan KTP dan KK.
Pendapat masyarakat mengenai kemampuan pegawai dalam
mempergunakan peralatan dalam proses pembuatan Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga :
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“Kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan seperti
penggunaan komputer dalam penerbitan KTP dan KK sangat
menguasai, proses pembuatan KTP dan KK sangat cepat”.
(wawancara dengan masyarakat, 12 agustus 2015).
Begitu juga Bapak Subhan selaku Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dalam wawancara,
bahwa kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan dalam
proses pembuatan KTP dan KK, yaitu :
“Dalam hal ini kemampuan pegawai dalam menggunakan
peralatan sudah baik, seperti penguasaan teknologi komputer
yang memadai. Jadi bisa dikatakan pegawai bagian operator
penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah
mahir”. (Wawancara, 12 agustus 2015)
2) Kesiapan
Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan KTP dan
KK yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan
Kesiapan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan KTP
dan KK yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan
sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari pendapat masyarakat yang
menyatakan pegawai selalu datang ke kantor tepat waktu. Hal ini
diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik demi
meningkatkan kepuasan pada masyarakat dalam pelayanan KTP dan
KK.
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Pendapat ibu Mustika mengenai Kesiapan dalam pelaksanaan
pelayanan pengurusan KTP dan KK yaitu disiplin dalam memulai dan
menyelesaikan pelayanan, yaitu :
“Kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga di Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil sudah baik, karena pegawai selalu datang tepat
waktu”. (wawancara pada tanggal 12 agustus 2015).
Begitu juga Bapak Hamdan, selaku staf di Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Luwu dalam
wawancara, yaitu :
“Kami selalu disiplin dan selalu siap dalam melayani masyarakat di
bidang KTP dan KK demi memberikan pelayanan yang terbaik
pada masyarakat”. (wawancara pada tanggal 12 agustus 2015).
3) Mentaati Segala Peraturan Yang Melandasi Bidang Pekerjaan
Para pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Luwu dalam mentaati segala peraturan yang melandasi
bidang pekerjaan sudah baik. Dalam melaksanakan tugas pengurusan
Kartu Tanda Penduduk dengan ketentuan yang ada yaitu memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam mengurusnya yaitu prosedur
pengurusannya. Hal inilah yang diharapakan masyarakat yaitu
kemudahan dalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Seperti
yang di utarakan oleh bapak Dr. Bakhtiar, SE, MM sekalu kepala
bidang Kependudukan bahwa :
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“Setiap pegawai harus tahu dan mengerti tentang peraturan yang
berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini sudah bisa
dikatakan baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini
karena pegawai selalu datang lebih awal dan selalu aktif apel pagi.
Jadi para pegawai dapat memberikan pelayanan yang terbaik
untuk masyarakat karena ketaatan peraturan”. (wawancara, 13
Agustus 2015).
Sedangkan Bapak Sulaiman selaku Kepala Bidang
Kependudukan Kabupaten Luwu menyampaikan :
“Dalam melaksanakan tugas pengurusan Kartu Tanda Penduduk
dan kartu keluarga dengan ketentuan yang ada yaitu memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam mengurusnya yaitu prosedur
pengurusannya”. (Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2015).
4) Sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Sikap yang dilakukan pegawai Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Luwu dalam melayani masyarakat adalah
dengan menerima dan ramah terhadap masyarakat. Dengan sikap
ramah dan sopan, pembicaraan yang wajar dalam arti tidak dibuat-
buat, cukup jelas, tidak menimbulkan keraguan, disampaikan dengan
terbuka. Dengan sikap aparatur yang seperti itu maka akan
memperlancar proses pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk
dan Kartu Keluarga, dengan sikap ini masyarakat akan merasa puas
dan dihargai. Seperti halnya yang di katakan oleh Bapak Subhan
Selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Luwu bahwa :
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“Sikap yang harus dilakukan adalah dengan menerima dan ramah
terhadap masyarakat. Berbicara mengenai sikap aparatur dalam
pelayanan pengurusan KTP dan KK, berkaitan dengan tugas
pemerintah sebagai abdi masyarakat dengan sikap ramah dan
sopan, pembicaraan yang wajar dalam arti tidak dibuat-buat,
cukup jelas, tidak menimbulkan keraguan, disampaikan dengan
terbuka. Dengan sikap aparatur yang seperti itu maka akan
memperlancar proses pelayanan pengurusan Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan sikap ini masyarakat akan
merasa puas dan dihargai” (wawancara, 12 agustus 2015).
Pendapat Bapak Saifullah salah seorang masyarakat mengenai
sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
yaitu
“Sikap pegawai dalam melayani saya dalam proses pembuatan
KTP dan KK cukup ramah, sopan dan tidak mempersulit saya
dalam pengurusan KTP dan KK anak saya, walau menunggu 1
hari tidak menjadi masalah yang penting bisa jadi”. (wawancara
pada tanggal 12 Agustus 2015).
b. Pelayanan yang Memuaskan Masyarakat
1. Pelayanan yang merata dan sama tanpa membeda-bedakan status
dan kedudukan
Pelayanan pemerintah sebagai pelaku organisasi publik harus
bersifat netral dan tidak memihak. Pada dasarnya setiap orang berhak
mendapatkan kesempatan dan pelayanan yang sama. Hal ini harus
perlu dilaksanakan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan
kepada setiap orang, dengan itu masyarakat akan merasa puas akan
pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Sama halnya
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yang dikatakan oleh bapak Subhan Selaku Sekretaris Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa :
“Mengenai pelayanan yang diberikan oleh aparatur kepada
masyarakat yang melakukan aktivitas pengurusan Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga adalah sama merata tanpa
memandang golongan dan status. Hal ini disebabkan oleh adanya
profesionalisme para aparatur dalam melaksanakan tugas-
tugasnya serta perannya sesuai dengan tugas yang diemban.
Dengan sikap seperti ini akan merubah cara pandang masyarakat
kepada pemerintah, sehingga masyarakat merasa nyaman dan
dihargai didalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Hal
ini kami lakukan dengan baik karena merupakan salah satu hal
yang penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat”.
(Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015)
Pernyataan di atas di perkuat oleh ibu kartini mengatakan bahwa :
“Sangat baik pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam pengurusan KTP dan KK
saya tidak dipersulit”.(wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015).
2. Pelayanan dengan cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan yaitu prosedur/tata cara pengurusan KTP dan KK\
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah berusaha
memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat kepada masyarakat
khususnya dalam pengurusan KTP dan KK dengan baik. Seperti yang
dikatakan oleh Bapak Dr. Bakhtiar, SE, MM selaku Kepala Bidang
Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Luwu bahwa :
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“Kami sudah melaksanakan tugas dalam proses pengurusan KTP
dan KK sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Apabila
persyaratan dan dokumen dari pemohon sudah lengkap, tentu
kami bisa memberikan pelayanan dengan cepat”. (Wawancara
pada tanggal 13 Agustus 2015).
Diperkuat pula dari pernyataan salah seorang informan yakni
Bapak Saifullah yang mengatakan :
“prosedur yang telah ditetapkan Kantor kependudukan dan
Catatan Sipil dalam proses pembuatan KTP dan KK hanya
memerlukan waktu 1 hari saya rasa itu sudah cukup cepat”.
(Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015)
3. Biaya/tarif dalam pengurusan KTP dan KK
Munculnya keluhan-keluhan mengenai kualitas pelayanan publik
dan tidak beresnya penyelenggaraan pelayanan publik disebabkan
karena prosedur layanan tidak jelas atau sengaja dibuat abu-abu
sehingga menjadi area yang subur bagi tumbuhnya praktek
penyelewengan. Persoalan yang timbul di masyarakat adalah
penundaan yang berlarut, penyimpangan prosedur dan permintaan
imbalan. Maka masyarakat menuntut tanggung jawab pelayanan dan
peningkatan kinerja pelayanan publik semakin baik.
Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya, dengan
nama atau sebutan apapun, sebagai imbalan atas pemberian pelayanan
umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh
pejabat berwenang. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus
diinformasikan secara jelas.
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Adapaun biaya/tarif pengurusan Kartu Tanda Penduduk sudah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yaitu masyarakat tidak
dibebankan untuk mengeluarkan biaya dalam pengurusan Kartu Tanda
Penduduk dan KK sepeserpun. Seperti yang katakan oleh bapak
Subhan selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Luwu bahwa :
“Kalau mengenai rincian biaya/tarif dalam pengurusan Kartu
Tanda Penduduk, masyarakat Tidak dibebankan biaya
sepeserpun, terus terang saja meskipun APBD tiap tahunnya bisa
kami katakan masih kurang tapi kami memprioritaskan sebagian
dana pada pelayanan berupa E-KTP untuk masyarakat umum
sebesar 50% dari anggaran yang tersedia”. (wawancara pada
tanggal 12 Agustus 2015)
Sama halnya yang dikatakan oleh masyarakat bahwa :
“dalam hal pengurusan KTP dan KK di kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil kami tidak dimintai biaya sepeserpun”.(Wawancara
pada tanggal 12 Agustus 2015)
4.4.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Akuntabilitas
Pelayanan Publik Dalam pembuatan KTP dan KK di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten
Luwu
a. Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil,sehingga banyak masyarakat yang belum
mengerti dengan prosedur dalam pembuatan Kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
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Tabel 4.3
Pelaporan Pendaftaran Penduduk Tahun 2014
No
.
Kecamatan Jumlah
Penduduk
Jumlah
Kepala
Keluarga
(KK)
Kepemilikan
KK
Wajib
KTP
Kepemilikan
KTP
1 2 3 4 5 6 7
1 BasseSang
tempe
6.258 1.611 1.454 3.743 6.055
2 Larompong 20.896 5.989 5.361 14.425 11.798
3 Suli 21.261 5.576 5.012 14.366 12.167
4 Bajo 15.929 4.153 3.686 10.692 9.156
5 Bua Ponrang 15.638 4.161 3.720 10.456 8.295
6 Walenrang 19.901 4.947 4.429 13.549 10.220
7 Belopa 17.070 4.503 4.012 11.502 10.080
8 Bua 31.513 8.361 7.556 21.320 17.480
9 Lamasi 22.575 6.059 5.534 15.376 13.684
10 Larompong
Selatan
18.107 5.111 4.613 12.655 10.564
11 Ponrang 28.713 7.306 6.559 19.161 14.671
12 Latimojong 6.226 1.571 1.370 3.832 2.919
13 Kamanre 12.169 3.294 2.936 8.233 7.215
14 Belopa Utara 16.603 4.399 3.956 11.074 9.532
15 Walenrang
Barat
10.272 2.293 2.036 6.004 2.718
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16 Walenrang
Utara
20.240 5.313 4.854 13.871 10.539
17 Walenrang
Timur
17.789 4.281 3.937 12.067 9.126
18 Lamasi
Timur
13.559 3.453 3.146 8.912 7.092
19 Suli Barat 9.923 2.618 2.353 6.525 5.471
20 Bajo Barat 9.757 2.513 2.331 6.354 5.447
21 Ponrang
Selatan
27.111 6.779 6.278 18.288 14.642
22 Bassesangte
mpe Utara
7.881 1.963 1.762 4.663 153
Total 369.391 96.254 86.895 247.068 199.024
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu  2015
b. Adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil yang sudah menjadi
budaya di setiap birokrasi publik. Dan banyak masyarakat
yang sudah terbiasa dengan hal tersebut.
c. Walaupun telah diakui bahwa pelayanan  yang
diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Luwu mendapat respon positif dan cukup
memuaskan masyarakat, namun di sisi lain masih ada
kekurangan dalam hal sarana dan prasarana, baik itu sarana
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pelayanan maupun sarana kerja. Berdasarkan hasil
penelitian yang penulis temukan bahwa ada beberapa sarana
kerja seperti,pada bidang pemerosesan banyaknya fasilitas
komputer yang tidak layak pakai, Untuk sarana pelayanan
sendiri, terdapat beberapa kendala seperti pada bagian
menunggu pemohon atau masyrakat yang ingin membuat ktp
atau kk kurangnya kursi tersedia dan kurang layaknya kursi.
WC umum yang tidak layak dan fasilitas pendingin ruangan
di ruang tunggu juga belum terlihat di Kantor Kependudukan
dan catatan sipil Kabupaten Luwu.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait analisis
Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinasa Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Luwu, diperoleh kesimpulan bahwa :
1. Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga di dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Luwu dapat dikatakan sudah cukup baik. mekanisme
dan persyaratan yang diterapkan oleh kantor kependudkan dan
catatan sipil mendapat respon positif oleh masyarakat, dilihat dari
respon masyarakat, aparatur yang ada di dinas kependudukan dan
catatan sipil menjunjung tinggi  profesionalitas kerja. proses pelayanan
diberikan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan pemerintah dan
masyarakat inginkan, pelayanan yang merata tanpa membeda-
bedakan status dan kedudukan masyarakat sehingga tidak terjadi
kecemburuan sosial. Faktor lain yang menjadikan respon masyarakat
puas dengan mekanisme yang ada itu karena tidak adanya biaya yang
ditetapkan untuk pembuatan KTP dan KK.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pelayanan Publik di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten luwu. Dalam
Akuntabilitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan
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Sipil di Kabupaten luwu, terdapat beberapa faktor yang mendukung
maupun menghambat Analisis pelayanan publik dalam pembuatan
KTP dan KK.
a. Faktor yang mendukung Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam
pembuatan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di
Kabupaten Luwu.
1) Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat
kemampuan pegawai yang tercermin melalui perilakunya sehari-
hari dalam organisasi. Tingkat kemampuan pegawai yang tinggi
akan lebih cepat mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi
yang telah direncanakan sebelumnya, sebaliknya apabila tingkat
kemampuan pegawai rendah kecenderungan tujuan organisasi
yang akan dicapai akan lambat bahkan menyimpang dari rencana
semula. Dan istilah kemampuan dapat juga dipergunakan untuk
menunjukkan apa yang akan dapat dikerjakan oleh seseorang,
bukan apa yang telah dikerjakan oleh seseorang.
2) Pelayanan yang memuaskan masyarakat, Pelayanan yang merata
dan sama tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan
Pelayanan pemerintah sebagai pelaku organisasi publik harus
bersifat netral dan tidak memihak. Pada dasarnya setiap orang
berhak mendapatkan kesempatan dan pelayanan yang sama. Hal
ini harus perlu dilaksanakan oleh aparatur dalam memberikan
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pelayanan kepada setiap orang, dengan itu masyarakat akan
merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh aparatur
pemerintah.
b. Faktor yang menghambat Akuntabilitas Pelayanan Publik  dalam
pembuatan KTP dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Luwu
1. Kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil,sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti dengan
prosedur dalam pembuatan Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu
keluarga (KK).
2. Adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil yang sudah menjadi budaya di setiap birokrasi publik.
Dan banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan hal tersebut.
3. Walaupun telah diakui bahwa pelayanan  yang diselenggarakan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu
mendapat respon positif dan cukup memuaskan masyarakat,
namun di sisi lain masih ada kekurangan dalam hal sarana dan
prasarana, baik itu sarana pelayanan maupun sarana kerja.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan bahwa ada
beberapa sarana kerja seperti, pada bidang pemrosesan data masih
terdapat fasilitas komputer yang kurang memadai dalam segi
efisiensi pelayanan, Untuk sarana penunjang pelayanan sendiri,
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terdapat beberapa kendala seperti kurangnya ketersediaan kursi
yang layak pada ruang tunggu. Toilet umum yang kurang layak
digunakan atau bisa dikatakan kurang diperhatikan kebersihannya
serta fasilitas penunjang bagi kenyamanan seperti pendingin
ruangan pada ruang tunggu juga belum terlihat di Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu.
5.2 Saran
1. Perlu adanya peningkatan sosialisai oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, supaya banyak maasyarakat yang mengerti dengan
prosedur dalam pembuatan KTP dan KK
2. Perlunya adanya Pengawasan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil
terhadap oknum yang sering melakukan pungutan liar (pungli) supaya
masyarakat tidak terbiasa melakukan kebiasan tersebut.
3. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Luwu perlu untuk di lengkapi, agar lebih mendukung
kinerja para aparat pelaksana pelayanan dan meningkatkan
kenyamanan bagi masyarakat pengguna layanan.
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